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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Oasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor •
104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043) ;

Menimbang : a, bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Oaerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Oaerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Salatan,
telah terjadi perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat
daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang
daerah dan perubahan tugas pokok dan fungsl satuan kerja yang
terkait dengan pengelolaan barang milik daerah;

b. bahwa disamping itu dalam rangka efektivitas pengelolaan dan
pengendalian barang eaerah, beberapa ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Oaerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Q~er~h NgmQr 4 Tahyn 2009 perlu <;!!Iiilkuk~ng~fl,!t>ahand~n
penyempurnaan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Oaerah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Oaerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1814) ;

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

NOMOR 19 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan
dan Pengalihan Barang Milik I Kekayaan Negara dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4073);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Nagara RI Nomor 3573) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara RI
Nomor 4515);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam
Peraksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4023);

3. Undan_g-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara RI Nomor) 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengari Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara RI'Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1967);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeo Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan (lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009
(Lembarsn Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi'Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (lembaran Daerah 'fahun 2008 Nomor 1 Seri 1')
sebagaimana telah diubah dengan Persturan Daerah Nomor 6 ,
Tahun 2010 (lambaran Daerah Tahun 2010 Nemer 3 Sari D);

-.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegarafDaerah (lembaran Negara RI Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 (lembaran Negara RI Tahun 2Q08 Nomor 78,
Tambahan lembaran Negars RI Nomor 4855) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4741);

13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri ;

14. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan
Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
BarangfJasa Pemerintah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;

I 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
dlubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

.'.
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13 diubah sehingga Pasal
>

Beberapa ketentuan da/am Peraturan Oaerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomar 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomar
4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) diubah
lagl sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka

1 berbunyi sebagal berikut :

Pasall

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN:

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dan

DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan Persetujuan Bersama

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Oaerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomar 2 Seri
D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomar 7
Tahun 2010 (lembaran Oaerah Tahun 2010 Namar4 Seri OJ;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 8adan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknls Daerah
Provinsi Sumatera Se/atan (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomar
3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nemer 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah TaRun 2010 Nemor 5
Seri D).

'.
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9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

10.lnspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

11. Dihapus

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

4. Pemerintah Provlnsi adafah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

5. Daerah yang selanjutnya disebut daerah otonom adafah,
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wifayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Gubernur adafah Gubernur Sumatera Selatan sefaku pemegang
kekuasaan pengelofaan barang daerah.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Sefatan.

1. Pemerintah Pusat. yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden RI yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daefah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonoml seluas-luasnya oalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Pasal1
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pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan
pemblnaali, perigawasan serta pengendallan.

18.Pengelola Barang Daerah adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung [awab melakukan koordinasi pengelolaan barang
milik daerah.

19.Pembantu Pengelola Barang Mitik Daerah adalah pejabat yang
bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
barang daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang mitik daerah yang berada pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

21. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau
Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.

kegiatan dan
perencanaan,
penggunaan,

17.Pengetotaan Barang Daerah adalah rangkaian
tindakan terhadap barang daerah yang meliputi
dan penentuan kebutuhan, pengadaan,

yang sah.

16. a. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya
meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan,
perjanjian/konlrak dan diperoleh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan
pulusan pengadilan yang lelah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna barang milik daerah.

15. Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

16. Baran!1 Milik Daerah adalah sernua baranQ yanQ dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lalnnya

,

12. Biro Umum dan Perlengkapan adalah Biro Umum dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

13. Biro Keuangan dan Aset Daerah adalah Biro Keuangan dan Aset
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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25. Pereneanaan adalah kegiatan merumuskan rineian kebutuhan
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang
yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang
akan datang.

26. Pengadaan adalah keglatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang daerah dan jasa.

27. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tlndakan yang dilakukan
agar barang daerah selalu dalam keadaan baik dan slap untuk
digunakan seeara berdaya guna dan berhasil guna.

28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna
barang dalam -mengelota dan menatausahakan barang milik
daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang
tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
kerjasama, pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah
guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

30.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang
tunai.

31. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar ,
pemerintah daerah dalam jangka waktu waktu tertentu tanpa
menerima Imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengelola barang.

_.

22. i?engurus Barang Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk mengurus dan melakukan penatausahaanfinventarisasi
b.arangdae.rahpada Satusn Ke.rjaPerangkst DaerahfUnit Kerja.

23. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada
pada Satuan Kerja Perangkat DaerahfUnit Kerja.

23.a. Penilaian adalah pihak yang melakukan penilaian seeara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri
dari penilai intemal dan penilai eksternal.

24. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki Pemerintah Daerah
yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Slpll
Pemerintah Daerah.
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(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan baranQ •
~. milik daerah mempunyai wewenang :

Pasal3

32. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan daerah bukan pajak fpendapatan
daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

33. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fa\;ilitasnya kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan oan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati.

34. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

35. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah
dari dattar barang inventaris dengan menerbitkan surat
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya.

36. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan. atau disertakan sebagai modal
Pemerintah Oaerah.

37.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

38.lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan dan pelaporan hasHpendataan barang milik daerah.

, 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah,
sehingga Pasar 3 berbunyi sebagai berikut :
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d. Kepala SKPD selaku pengguna barang;

e. Kepala Unit Kerja SKPD selaku kuasa peng~una barang;

f. penyimpan barang milik daerah;

Q. penQurus barang milik daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah.

(4) Sekrelaris Daerah selaku pengelola baran!1 milik daerah
berwenang dan bertanggung jawab :
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang

milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaanf
perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfataan, penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui
oleh Gubernur atau DPRD;

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah­
tanganan barang milik daerah ;

c. menetapkan kebijakan pen~amanan barang milik daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
yang memerlukan persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
barang milik daerah sesuai batas kewenangannya ; dan

f. menyetujui usul pemanfaatan barang dari SKPD sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;

b. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu
pengelola barang di lingkungan Pemerintah Provinsi;

c. Kepala Biro Umum dan Pertenqkapan selaku pembantu
pengguna barang dl lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi;

-9-
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(1) Pengadaan barangljasa dan pemeliharaan barang
dilaksanakan oleh panitia pengadaaan barang dan jasa yang
berlaku umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang bertaku.

(2) Dihapus.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh masing­
masing SKPD sesuai dengan kebuluhan, lugas pokok dan
fungsinya.

(4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal8

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barangmilik daerah;

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang millk daerah.

(5) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah
selaku pengelola barang tugasnya dibantu oleh Kepala Biro
Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola
Sarang dan berperan sebagaL Pusat Informas; Sarang Milik
Daerah (PISMD).

(6) Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pernbantu
Pengelola Sarang (PPS) dan Pusat Informasi Sarang Milik
Daerah (PISMO) bertanggung jawab mengkoord;n;r
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada
pada masing-masing SKPD.

(7) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah,
berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang
milik daerah di lingkungannyamasing-masing.

(8) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah Provinsi.

-10-
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•
Provinsi yang belum dimanfaatkan •

•
(1) Sarang milik Pemerintah

dapat dipinjampakaikan.~.

Pasal21

(1) Pengeluaran/penyaruranbarang daerah oren penyimpan barang
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Sarang
(SPPB) dari atasan langsung dan untuk barang-barang
inventaris oisertai dengan Berita Acara Serah Terima dari
P.enge.lolaBarang/Kepala SKPD.

(2) Setiap 1 semester (6 enam) bulan Kepala SKPD/Unit Kerja
wajtb melaporkan stock sisa barang kepada Gubernur melaiui
Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Pengelola barang wajib meneHti laporan tersebut dan
mengajukan usul penggunaannya kepada Gubernur.

, 6. Ketentuan Pasal 21 ayat (6) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 16

(4) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut :

(1) Penqadaarupekerjaan barang dapat dilaksanakan dengan cara
pembelian, pemborongan pekerjaan, membuaVmelaksanakan
sendiri atau swakelola sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

(2) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
Provinsi dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa
BaranglJasa Pemerintah Provins; yang pembentukannya
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaannya
pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Panitla Pemeriksa
Barang/Jasa SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal10
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(1) Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang rnillk
daerah yang berada dl bawah penguasaannya.

Pasal36

(1) Bukti kepemilikan barang mllik daerah wajib disimpan dengan
tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa
tanah, bangunan dan kendaraan bermotor dilakukan oleh
Pengelola Barang yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan
Aset Daerah.

8. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

.''.:" .,

Pasal31

c. tanggung jawab pemlnjam atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman ;

d. persyaratan lain yang dianQ~ap perlu.

(6) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan atas usul Pengguna Barang dan pertimbangan
Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah.

7. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut :

(2) Pinjam pakai dapat diberikan kepada instansi pemerintah,
antar instansi pemerintah daerah dan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

(3) Pinjam pakai tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2
(dua) tahun dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang.

(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat
perjanjian pinjam pakai oleh pengelola barang setelah
memperoleh persetujuan Gubernur yang sekurang-kurangnya
memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka
waktu;
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Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 ~aember 2010

';::, Pit, SE RETARIS DAERAH';,'
PROVINSI UMATERA SELATAN.

-
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 ~aember 2010

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

P-asalll

(Q) Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah melakukan koordinasi atas
pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan oleh SKPD.

(3) Dihapus.
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